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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
(PERMENDAGRI) NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH
(Studi Di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas)

OLEH
RIO ANDRE LUMBAN GAOL
NPM : 07 840 0108
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan tentang perwujudan dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah dalam pelaksanaan tugas Dinas
Catatan Sipil Kabupaten Humbahas. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian
ini adalah bagaimana implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap
pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Humbahas, apakah faktor yang dapat menghambat
implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur
pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Humbahas dan apakah faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor
28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta
Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas.

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka dilakukan penelitian
secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil
Kabupaten Humbahas.Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan implementasi
Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan
pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Humbahas ditujukan bagi terciptanya administrasi kependudukan yang baik dalam
tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berupaya
mewujudkan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib,
akurat dan dinamis.

Faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28
Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta
Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas meliputi belum
menyeluruhnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait mengenai
Permendagri Nomor 28 Tahun 2005, Kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan-
ketentuan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Permendagri Nomor
28 Tahun 2005 dan kurangnnya kesadaran sebagian besar penduduk terhadap
pentingnya dokumen kependudukan menyebabkan pelanggaran terhadap prosedur
pelayanan administrasi kependudukan. Faktor yang mendukung implementasi
Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan
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Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan
alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status
orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting
antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk
pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status
kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh
seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi
perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan
sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu
memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian
atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan
anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama.
Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus
mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan
demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan
Sipil.

Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ialah merupakan akta
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undangan yang telah disahkan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengurusi tentang administrasi
kependudukan mulai dari surat keterangan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta
perceraian dan akta kematian dan lain-lain. Bukti kependudukan yang dimiliki
setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki double
identitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu organisasi
yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan
fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka diperlukan adanya
peraturan yang mengaturnya.

Pembangunan administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi salah
satu prioritas pembangunan di Kabupaten Humbahas yang harus dilaksanakan
karena keberhasilan pembangunan administrasi kependudukan dan catatan sipil
dapat mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara
lokal maupun
nasional.

Peraturan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Humbahas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbahas Nomor
15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Humbahas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasannya, pada bidang

kependudukan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2?%1%&&%3&3}\&%%@@@& Dan dalam pelaksanaan dari Undang-
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BAB 1.

BAB 1L

BAB IIL

BABIV.

PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan
Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa,
Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika
penulisan.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Lendasan Hukum
Berjalannya Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Persyaratan-
Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pelaksanaan Penduduk serta
Sistem dan Prosedur Administrasi Kependudukan.

KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Regulasi
Mengenai Pendaftaran Penduduk, Regulasi Mengenai Pencatatan
Sipil serta Regulasi Mengenai Pengelolaan Informasi Kependudukan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.
28 TAHUN 2005 DALAM PENDAFTARAN DAN PENCATATAN
SIPIL DI KABUPATEN HUMBAHAS

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang: Implementasi
Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Terhadap Pelaksanaan Prosedur
Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil Di Kantor Catatan

Sipil Kabupaten Humbahas, Faktor Yang Dapat Menghambat

UNIVERSITROIGREMAs1) hgrmendagri  Nomor 28 Tahun = 2005  Dalam
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BABII
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Landasan Hukum Berjalannya Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

Adapun landasan hukum berjalannya pelaksanaan pendaftaran penduduk
meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4674),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang-

~—Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4736);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2010 tentang Formulir dan
Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbahas Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Humbahas
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1),

6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Humbahas

Uﬁﬂ?‘%‘i&hﬂ%“féﬂa B%\? Jeptang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
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c. Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang
Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi;

d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada
Instansi Pelaksana di daerah asal. Berdasarkan laporan tersebut Instansi
Pelaksana di tempat tujuan mendaﬂarl dan menerbitkan Surat Keterangan
Pindah Datang;

e. Orang Asing melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah
tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat
Keterangan Pindah Datang;

f. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau
penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang
Asing yang bersangkutan.

4. Pindah Datang Antarnegara diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 23 Undang-
undang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib
melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana;

b. Berdasarkan laporan Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat
Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

c. Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah dan berstatus
menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik

aling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedat
unrvRienssiagaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya;
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d. Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan
kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak tanggal kedatangan;

e. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftar dan
menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar
penerbitan KK dan KTP;

f. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar
negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah
status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;

g. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftar dan
menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;

h. Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa
berlaku Izin Tinggal Terbatas dan wajib dibawa pada saat berpergian;

i. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah
status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib
melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari
sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

j- Berdasarkan laporan Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK

dan KTP;

k. yRQreng Asing, yang memitiki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang
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a. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di
tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal perkawinan;

b. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada
Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

c. Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan
istri;

d. Pelaporan dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada

KUAKec;

—— gl
—_—

e. Data hasil p&atatan atas peristiwa tersebut wajib disampaikan oleh
KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;

f. Hasil pencatatan data tidak memerlukan penerbitan kutipan akta
Pencatatan Sipil;

g. Pada tingkat kecamatan laporan dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana;

h. Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di
Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

i. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan,
pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

7. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

diatur dalam Pasal 37 samlgai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 23
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undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak
yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan;

b. Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak
mernbenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan
yang sah;

c. Berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana
dimaksud dalam diatur dalam Peraturan Presiden.

16. Pencatatan Perubahan Nama diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 51 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tempat pemohon;

b. Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk
kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
negeri oleh Penduduk;

c. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan
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undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak
yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta
perkawinan;

b. Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak
mernbenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan
yang sah;

c. Berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil
membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana
dimaksud dalam diatur dalam Peraturan Presiden.

16. Pencatatan Perubahan Nama diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 51 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tempat pemohon;

b. Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk
kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan
negeri oleh Penduduk;

c. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan
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Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang
Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan
Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang
Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing,
Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan
Kematian  untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan
Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan
Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala
Instansi Pelaksana;

d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia
antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah
Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu
kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas
nama Kepala Instansi Pelaksana;

e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk
Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan,
Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat
Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat
Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan
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dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi
Pelaksana;

f.  Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan
Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani
oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;

g. Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama,
tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta
perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami;

h. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap
kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat,
tempat lahir, tanggal Iahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status
perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan,
dokumen imigrasi, nama orang tua;

i.  Keterangan rnengenal kolom agama bagi Penduduk yang agamanya
belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi
tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan;

j.  Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala
keluarga;

k. KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetasp'
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1. KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP;

m. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;

n.  Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi
Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya
perubahan;

0. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftar dan
menerbitkan KK;

p- Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah
kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

q. Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin
Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki
KTP;

r.  KTP berlaku secara nasional;

s. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada
Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir;

t.  Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat
bepergian;

u. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;

v. KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan

UNIVERERE Nep AR fompat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan,
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gg.

ii.

1-

Se
UNIVER

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting;
Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke
dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta
Pencatatan Sipil;

Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi
Pelaksana;

Register Akta Pencatatan Sipil memuat: (a) jenis Peristiwa Penting, (b)
NIK dan status kewarganegaraan, (c) nama orang yang mengalami
Peristiwa Penting, (d) nama dan identitas pelapor, (€) tempat dan tanggal
peristiwa, (f) nama dan identitas saksi, (g) tempat dan tanggal
dikeluarkannya akta, dan (h) nama dan tanda tangan Pejabat yang
berwenang;

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: (a) kelahiran, (b)
kematian, (c) perkawinan, (d) perceraian, dan (¢) pengakuan anak;
Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: (a) jenis Peristiwa Penting, (b)
NIK dan status kewarganegaraan, (c) nama orang yang mengalami
Peristiwa Penting, (d) tempat dan tanggal peristiwa, (¢) tempat dan
tanggal dikeluarkannya akta, (f) nama dan tanda tangan Pejabat yang
berwenang dan (g) pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data
yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai
tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk

bélFF.lA g?\l/il%:(]u)tA &ahl{(%% atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari,
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dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini

adalah:

a. Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh
Menteri;

b. Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui
pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

c. Ketentuan lebih lanjut mmengenai Sistem informasi Administrasi
Kependudukan dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

d. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota;

e. Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri;

f. Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan
dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pembangunan;

g. Pemanfaatan data Penduduk tersebut harus mendapatkan izin
Penyelenggara.

h. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan
izin diatur dalam Peraturan Menteri.

A Perﬁndmgan Data Pribadi Penduduk diatur dalam Pasal 84 sampai dengan

Pasal 87 Undan -undan%\INomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
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a. Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: (a) nomor KK, (b)
NIK, (c) tanggal/bulan/tahun lahir, (d) keterangan tentang kecacatan fisik
dan/atau mental, (¢) NIK ibu kandung, (f) NIK ayah, dan (g) beberapa isi
catatan Peristiwa Penting;

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting
diatur dalam Peraturan Pemerintah;

c. Data Pribadi Penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;

d. Ketentuan iebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap
Data Pribadi Penduduk diatur dalam Peraturan Pemerintah;

e. Data Pribadi Penduduk harus dijaga kebenarannya dan dilindungi
kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

f. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas
pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan,
menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi
Data serta mencetak Data Pribadi;

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara
mengenai pemberian hak akses diatur dalam Peraturan Pemerintah;

h. Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan
Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang
memiliki hak akses;

i. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk

akan Data Pribadi Penduduk.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan
prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Humbahas ditujukan bagi terciptanya administrasi
kependudukan yang baik dalam tujuannya untuk rheningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan berupaya mewujudkan sistem administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil yang tertib, akurat dan dinamis.

2. Faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun
2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan
Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas meliputi belum
menyeluruhnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait mengenai
Permendagri Nomor 28 Tahun 2005, Kurangnya pengetahuan terhadap
ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan
Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dan kurangnnya kesadaran sebagian besar
penduduk terhadap pentingnya dokumen kependudukan menyebabkan
pelanggaran terhadap prosedur pelayanan administrasi kependudukan.

3. Faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005
dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil
di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas adalah dengan melakukan
sosialisasi mengenai hak dan kewajiban penduduk, sehingga dalam ikut
UNIVER
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dan apa yang akan didapatkan

B. Saran

1. Perlunya segera diterbitkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
administrasi kependuduk sebagai pedoman dalam melaksanakan Undang-
undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baik yang
berupa Peraturan Pemerintah disamping Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang
merupakan pengaturan secara umum, Peraturan Presiden ataupun Peraturan

Menteri Dalam Neggri yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang

mengatur mengenai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan
data kependudukan guna mengurangi permasalahan yang timbul di lapangan
baik antara instansi pelaksana administrasi kependudukan.

2. Perlunya sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tidak saja
kepada petugas pemerintah yang mengurusi administrasi kependuduk tetapi
juga kepada masyarakat sebagai obyek kebijakan.

3. Perlunya sinkronisasi aturan dari berbagai instansi mengenai administrasi
kependudukan terkait dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun
2006 dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 agar tidak terjadi benturan-
benturan, overlapping maupun kekosongan (facum) pengaturan yang
menyangkut kewenangan dan kepentingan instansi dalam proses pendaftaran,
pencatatan maupun pengolahan data kependudukan.
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